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7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja . Instansi Pemerintah (Le mbaran Negara

opublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

sgara Republik Indonesia Nomor 4614);

ran Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
@:—:@ﬂgﬂfm {Jl,@ml’@@ﬁam Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Ta ‘ambahan Lembaran Wf"OﬂH Republik Indonesia

Nomor 5219);

sraturan Pemerintah Republik Ind onesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Mg@ggjﬁg
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1° 14);
Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2017 te
ngan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
erwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
sia Nomor 6057);
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35.635.910.141,93
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Jaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri ¢ ari :
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(4). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan : ;

a. Pendapatan Hibah

1.
2.

Semula Rp 1.319.721.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan  Rp 1.319.721.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1.
2.

Semula_ Rp  22.692.003.300,00
Bertambah/(berkurang) Rp 36.635.910.141,93
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah
Perubahan Rp  59.327.913.441,93

¢. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1.
2

Semula Rp  294.408.286.000,00
Bertambah/(berkurang) : Rp 0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

setelah Perubahan Rp  294.408.286.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1l
2.

Semula Rp 3.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp (3.000.000.000,00)
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah

Perubahan Rp 0,00

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp 1.176.620.068.114,91
2. Bertambah/(berkurang) Rp 753.494.393,55
~ Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah

- Perubahan Rp 1.177.373.562.508,46
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6. LampiranV| p
afta
7. Lampiran V|| Daﬁa: P:”l')ahan Jumiah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
€giatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang

belum di i i
Iselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran inj;

8. Lampiran ini
X" Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

(1) Dalam Keadaan darurat dan untuk keperluan mendesak, dapat dilakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak
dapat diprediksikan sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan
yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup :

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian

yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
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